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KATA PENGANTAR
(Edisi Revisi)

Perkembangan  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman yang
diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi telah mengubah pencrapan
ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 Tahun 20083 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah pada awalnya hanya berwenang menyatakan materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “ndak mempunyai
kekuatan hukum mengikat” terkait gugatan warga negara yang menganggap
hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi
muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan
dengan UUD 1945, Mahkamah kemudian memperluas kewenangannya
dengan memberi suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-
Undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat
(conditionally constitutional) atau bertentangan dengan UUD 1945
(conditionally unconstitutional).

Majelis Hakim Mahkamah Konstitus menggunakan metodologi
penafsiran tekstual dan kontekstual dalam memberikan putusan yang
bersifat “secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 (conditionally
constitutional) atau secara bersyarat tidak bertentangan dengan UUD 1945
(conditionally  unconstitutional)”. Kedua varian putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut dibuat dalam rangka memberi keadilan  kepada
Pemohon pengujian satu bagian atau keseluruhan undang-undang terhadap
UUD 1945 tanpa menghilangkan cksistensi undang-undang yang diuji.

Dalam Buku Edisi Revisi ini, terdapat penambahan materi baik
berkaitan konsep pemikiran tentang kelembagaan maupun  putusan
Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan yang ditambahkan dalam buku 1
adalah putusan yang berkaitan dengan Pemilu DPR-DPD-DPRD-Presiden
Serentak dan Kewenangan Mengadili  Sengketa Hasil Pilkada, Pasangan
Calon Independen, Pasangan Calon T unggal.

putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan kajian tulisan adala

berkaitan dengan :
[ Hak Politik Warga Negara dalam Putusan Pengujian UU
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1) Hak-hak Politik Bekas Anggota Organisasi Ter]

2)  Pemilu DPR -Presiden Serctak

3) Pemilihan Kepala Daerah (kewenangan mengadil; sengke
hasil pilkada, Pasangan Calon Independen, Pasangar, Cajol:
Tunggal).

4)  Hak Mantan Narapidana Menduduki Jabatan Publik (Putygy,,
Konstitusional bersyarat dan Inkonstitusional bersyara)

)  Pembatasan Masa Jabatan Kelapa Daerah

6) Publikasi Hasil Survei Atau J ajak Pendapat

7)  Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu

8)  E-votingsebagai salah satu metode dalam Penandaan Pemily

9 Pengisian Anggota DPR di Luar Daftar Calon Tetap

10) Venfikasi Partai Politik

II.  Hak Polittk Warga Negara dalam Putusan Perselisihan Hasi
Pemilihan Umum

1) Pelanggaran yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif
2)  Pelanggaran Persyaratan Tidak Pernah Dijatuhi P
3)  Pengabaian Putusan PTUN
Putusan Mahkamah Konstitusi telaly mengisi kekosongan hukum
dalam kerangka prakik hukum demi keadilan bagi scorang pencar
keadilan. Putusan demikian itu telah menempatkan Mahkamah Konstityg;
tidak saja sebagai penalsir tunggal konstitusi (the sole micrpreter of the
constitution) tetapi juga sckaligus schagai penjaga hak konstitusiona] warga
negara (the guardian ol the citizens’ constitutional rights).  Dalam
perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah member
manlaat tidak saja kepada pemohon tctapi Juga kepada pihak-pihak yang
membutuhkan putusan tersebut dalam kerangka sifat putusan pengadilan
yang “erga omues” tersebut. :
Penulis berterima kasth kepada Vivi dan Latifah yang telah
membaca ulang naskah ini dan memberikan koreksi. Penulis berhar
ini dapat memberi manfaat kepada pembacanya. Terima kasih.

arang

idana Penjar,

ap buky

Jakarta, 4 April 2015

Dr. A. Mubammad Asrun, S.H.,M.H.
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ABSTRAK

Kchadiran Mahkamah Konstitusi scjak berdiri pada 13 Agustus 2003
scbagal pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan
badan-badan peradilan di bawahnya telah memberi warna baru bagi sejarah
kekuasaan kehakiman Indonesia, dan tentu saja harapan keadilan yang
sangat tinggl dari para pencan keadilan. Sebagaimana didisain oleh UUD
1945 pasca amandemen, Mahkamah Konstitusi menjadi penafsir tunggal
konstitusi (the sole imterpreter of the constitution) dan pengawal hak-hak
konstitusional (the guardian of the constitutional rights). Dengan dua lebel
tersebut, Mahkamah Konstitusi dituntut bekerja keras, adil, dan imparsial.
Putusan Mahkamah Konstitusi kadang berupa putusan yang menyatakan
“bertentangan dengan UUD, dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat” terhadap sebuah undang-undang sccara kescluruhan atau
terhadap sebuah pasal atau terhadap suatu ayat disebabkan materi ketentuan
terscbut  inkonstitusional.  Perkembangan  Mahkamah  Konstitusi  juga
memperlihatkan bahwa Mahkamah juga kadang mengeluarkan putusan
yang menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang “bertentangan atau
tidak bertentangan dengan UUD bila tidak ditafsirkan sebagaimana
diputuskan Mahkamal” (conditionally constitutional or conditionally
unconstitutional. Buku ini memaparkan putusan-putusan  Mahkamah
schagaimana dikatakan tersebut. Mahkamah Konstitust  scbagar “the
guardian of the constitution” dan “the sole intepreter of the counstitution”
melalui putusan-putusannya tclah memberi kepastian hukum dan keadilan
bagi para pencari keadilan.
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Justice from those secking justice. As designed by the 1945 Constitutioy
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ABSTRACT

The presence of the Constitutional Court since its establishment oy Augyg,
13, 2003 as the perpetrators of judicial power in addition to the Supreme
Court and judicial bodies underneath has been giving a new coloy (o the
listory of the Indonesian judicial power, and of course the cxpectation of
alicr
the amendment, the Constitutional Court became the sole interpreter of the
Consttution and the guards’ constitutional rights. With these two labels, the
Constitutional Court required to work hard, farr, and impartial. Decision of
the Constitutional Court decision declaring sometimes be ‘contrary to the
Constitution, and thercfore does not have binding legal force” against 3
statute as a whole or to a chapter or a paragraph resulting matersal agage
that provision unconstitutional. The development of the Constitution,]
Court also show that the Court also somctimes issucd a decision declar, o
that a provision ol'the law was "contrary or not contrary to the Constitutjo,,
il the Court decided not (o be construed as “conditionally constitutional o
conditionally unconstitutional”. Tlis book describes the decisions of (he
Court as saymg. The Constitutional Court as 'the guardian of the
coustitution” and "the sole interpreter ol the constitution” through rulj; 125
have given legal certainty and justice lor litigants.
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